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KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 272/Menkes/SK/IV/2009 

TENTANG 

PENGANGKA TAN TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI 
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI DKI JAKARTA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat, perlu dilakukan verifikasi terhadap dokumen 
kepesertaan dan klaim tagihan yang diajukan oleh sarana 
pelayanan kesehatan; · 

b. bahwa untuk melaksanakan tugas verifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu mengangkat Tenaga Pelaksana 
Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan; 

A 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran, 
Negara Nomor 3495); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahlln 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran 
Negara Nomor 3637); 

7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan lembaran Negara Nomor 4456); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Ke~a Kementerian Negara Republik Indonesia; 

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171 , Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4920); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3637); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Ant,ra Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahufl 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 
tentang Organisasi dan Tata · Kerja Departemen Kesehatan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama 
atas Peratllran Menteri Kesehatan Nomor 
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kesehatan; . 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/1112008 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Tahun 2008; 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 160/MENKES/SK/11/2009 
tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Oalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN 
TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI PROGRAM JAMINAN 
KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI DKI JAKARTA 
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Mengangkat Nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran 
Keputusan ini sebagai Tenaga Pelaksana Verifikasi Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta. 

Tenaga pelaksana verifikasi dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas: 

1. Mengecek kebenaran dokumen identitas peserta program Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; 

2. Memastikan adanya Surat Rujukan dari PPK; 
3. Memastikan dokumen keabsahan kepesertaan; 
4. Memastikan dikeluarkannya data entry rekap pengajuan klaim oleh 

petugas RS sesuai dengan format pengajuan klaim; 
5. Mengecek kebenaran penulisan paket/diagnose, prosedur, No. 

Kode; 
6. Mengecek kebenaran besar tarif sesuai paket/diagnosa, prosedur, 

No. Kode; 
7. Memastikan formulir pengajuan klaim di setujui penanggung jawab 

PPK I 

8. Mengirim rekapitulasi pengajuan klaim yang di tanda tangani oleh 
Direktur RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM kepada Depkes; 

9. Membuat laporan rekapitulasi klaim dan realisasi pembayaran 
klaim RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM kepada Tim Pengelola 
Pus at. 

Penghasi!an/Honorarium Tenaga Pelaksana Verifikasi dibebankan pada 
DIP A Satuan Kerja Biro Umum Sekretariat Jenderal Tahun 2009. 

Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara 
Departemen Kesehatan dengan Tenaga Pelaksana Verifikasi. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. 

~=~..;:-~itetapkan di Jakarta 

tanggal 17 April 2009 

1. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta 
2. Para Direktur Rumah Sakit di Provinsi DKI Jakarta 
3. Ketua Tim. Pengelola Jamkesmas Pusat 
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Lampiran 
Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor : 272/Menkes/SK/IV/2009 
Tanggal: 17 April 2009 

DAFTAR NAMA TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI 
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKA T PROVINSI DKI JAKARTA 

NO NAMA PENEMPATAN 2009 

TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI 

1 Dyah Rejeki Bangunwati, Amd. Farm RSAL Dr. Mintohardjo 
2 Pipin Nuraini, S.Kep RSAL Dr. Mintohardjo 
3 Diah Hikmawati, AMF RSAL Dr. Mintohardjo 
4 lstiaty Syahriana, SKM RSU Dr. Cipto Mangunkusumo 
5 Bertha Octarida, SKM RSU Dr. Cipto Mangunkusumo 
6 Asri Juwita Sari, SKM RSU Dr. Cipto Mangunkusumo 
7 Widya Purwandini, SKM ~ RSU Dr. Cipto Mangunkusumo 
8 Devie Dian Wahyuni, S.Kep RSU Dr. Cipto Mangunkusumo 
9 Sri Lestari, SKM RSU Dr. Cipto Mangunkusumo 
10 Yurna Nengsih, SKM RSU Dr. CiQto Mangunkusumo 
11 Haulida Reviani, Amd.Keb RSU Dr. Cipto Mangunkusumo 
12 Bayu Widyo Anggoro, Amd.AL RSU Dr. Cipto Mangunkusumo 
13 lntan Arditha, SKM RSU Dr. Cipto Mangunkusumo 
14 Fitri Yunianto Hapsari, SKM RSU Dr. Cipto Mangunkusumo 
15 lka Cahya Hapsari, SKM RSU Dr. Cipto Mangunkusumo 
16 dr. Frieda Tiurma Elizabeth RSUKI 
17 Aderia Rintani, S.Kep RSUKI 
18- lin Hermayanti, Amd .RS RSUKI 
19 Didin Sahrodin, A.Md RSPAD Gatot Subroto 
20 Zulpan Hadi, Amd .Askes RSPAD Gatot Subroto 
21 Trisno Muldani, Amd.RS RSB Budi Kemuliaan 
22 Hisdhawati Ascha, SKM RSJPD Harapan Kita 
23 Maulydia Ziqri Reza, AMG RSJPD Harapan Kita 
24 lnani Puspitasari, SKM RSJPD Harapan Kita 
25 Rai Ayuning Putri Pertiwi, S.Kep RSJPD Harapan Kita 
26 Nurul Hidayah, S.Kep RSU Fatmawati 
27 Fenny Hamka, SKM RSU Fatmawati 
28 Nugi Safira, S.Kep RSU Fatmawati 
29 Raphita Ervina, S.Kep RSU Fatmawati 
30 Laksmi Damaryanti, SKM RSU Fatmawati 
31 Novian lrawati, SKM RSU Fatmawati 
32 Vika Nurfitriana, S.Kep RSU Persahabatan 
33 Taruli Magdalena Panjaitan, AMG RSU Persahabatan 
34 Novi Una Andriyani, Amd.Prodikes RSU Persahabatan 
35 Susi Setyawati, SKM RSU Persahabatan 
36 Nopi Tri Mulyati, S.Kep RSU Persahabatan 
37 Fitriyana Wahyu Sejati, SKM RSU Persahabatan 
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